BUPATI HULL/ SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 3 TAI-ITTN 7021

TENTANG
PERJA1ANAN DINAS BAG' BUPATI, WAEIL BUPATI,
PIMPINAN DAN AWICIOTA DPR.D, PEnAWAI NEC-FRI MPH.,
DAN NON PEGAWAI NEGERI &Pit DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAMAT TUHAN TANG.MAHAESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang a. .bahwa nntuk m('laiLNamakan ketentuen Pecraturan Presiden
'Nan* 33 Tabun 2020 Tentang Standar Harga SatuMt Regional
Berta untuk mendukung kelartearan pelaksanaan tug:as
PaiWisnan dicta's yang dilakukau :Ada Bupati., Yn ctsd 13apad,
unsur DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil.
di Lingkungali Penverintah Kabupaton Hulu Sungai Tengah,
dipandang pellet untuk menetaplcan :aturan per3alanan dmas:
yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-
kaidah pengelolaan ketrangan ciaerah;

b. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hunif a pnlu Menetaphan Pcraturan Bnpati "lulu Sungai
Tenanh tenting Perjalanan Dinas [ _,. Bupati, Bupad,
Pinipinan dan Anggota DPRD, Pegawal Negeri Sipil elan Non

.Pegawai Negeri Sipil di ngkungan Pcmerintah Kabupaten
Yriulu Sunsal "Tentd.11.

Mengingat : 1. Unciang-Undang Nomor 27 .Tahun 1959 tcntang Penempan

Undangundang Darurat Nornor, at un 1953 teraang
Perabentukan Daerah Tingkat II di .sebagai Undanga
undang (Lembaran Negara Tabini I or 72, Tambatian.

Lembaran Ncgara Nornor 1820);
tineiang-tirriang Nrernr 17 Taljon NSW tr-ntang gt-nongsti

Negara (Lembaran Negara R nesia Tahun 2003.
Neuter 57, Tambahan Lembaran 14 Republik Indonesia
Ncannr 4246) ,

3. Undang-undang Nornor 1 Tahun 2004 =tang Perbendaharaan:

Negara (Leohbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nornor 5, Tan3b.shan Lembaran Ncgara Republik Inclones*
Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 rentang Pemeaiksann
Pengelolaan dan Pertanwmgjawaban Keuangan &tam
(Lembaran Negara. Republfic Indoutsia Tabun 2004 Nomor 66,
Tamb2lIstr’ * emluirAn Neg&-a RepubMt Intic.rkegia Nemor44001

5. Undang-Undang Nornor 5 Tabun 2.014 tcatang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tabun 2014

Walter 6, Tamllahan Negaca Republik Incialitsia
Nonfat 5494);



6.

Undang-Un.dang Nomor 2:3 Tahun 2014 tentang. Pemainbahan
Dactah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Namar 247, Tti** abahan Lembaran Negara R_crinblil_ Indonesia
Tabun 2014 Nomor 558 sebagnmana: telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Unclang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

_ Kttlass Aws Utidattg-Ufriang DiCatiWi 23 Tabun 2014
tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara RI Tabun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Megan Republik Indonesia
Noma .3679);

T. Peratunua Pemerintala Nomor 55 Tabun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005
Noma™ 137, Tambahan Leirtharan Negara Republik Indonesia
Nomor 4575) ;

R. Perntiirm Pemerinsph Nnrnnr 5A 170hun 2005 (1.emilsren Negnrn

9_

10.

12.

13.

14.

13.

Tabun 2005 Nomor 138, Tambahan. Lembaran Negara Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dertgan Peraturan pemerintah
Nomor Tahun 2010 terstang Perubahan Peraturan Parserlatah
Nomor 56 Tabun 2005 tentang &stem In formasi Keuangan
Daerah (Lembarap Negara Republik Indonesia Tahun 2010:
Hamar 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor $ Tatum .2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kineaja Instansi Pernerintah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran
Nereara Republik Indonesia Nornor 4614) ;

Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 201.0 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara 'Republik Indonesia
Taitua. 2010 Noasoi 123 Tambahan 1..c Ntgata Republik
Indonesia Nomor 5165) ;

. .Peraturazt Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengetolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Inddnesia Tabun 2019 Nomor 42, Tamballan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45781:

Petaturan Presiden Nomor 33 Tabun 2020 Malang &Odin.
Harp Satuan Regional;

ePeraturan Mcnttri " Negeri Nornor 13 Tatum 2006 tenter%
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Pcraturan Mentcri Dalam Negeri
Rama 21 w111 2011 testi:dna Pet uhtatass Keaua Atas Penti.unan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Talnnt 2006 tentang Pedoman.
Pengelolaan Keuangan Paerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sulu Suagai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Petnbentukan dan Stisunan Paangkat
,Daerah sebastaimana telah diubah beherapaltali tea * dernran
Peraturan Daerah Kabupaten Lulu Sungai Tengah Nomor
Tabun 2020 tentang Perubahan Ketiga Abs Per-atman Dacca":

_Kabupaten Huh' Sunr; Tetngai+ Werner 11 Tabun 9016 tenting
Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungii Tengah Nomor 8
Tabun 2017 tentang =1a3= Keaarsais dais
Administratif Pitopinan dan. Anggota Dcwan Perwakilan Rakyat
Datrah.



ME?dUTUSKAN

Menetspkan PERATURAN BUPATI TENTANG PartJALANAN DLWIS BALI BUPATI,
WAKI1L BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGA}
PEWIERINTAB WABUPATEN HULU SUNGAI TENGAIi

BAB
KETENTUAN. UMUM
Paatil I

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan.
I. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2.

Pernerintah Daerah artatah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang mamimpin Pelaksanaari unsur
Pemerintahar Yang Menjadi Kewenangan Pemerintall Daerah
Otonom

Bupati Elan Wakil Bupati adalah Duped den Walcil Bupati Hulu
Sungai Tengah

Pirnpinan clan Anggota DPRD .adialakt Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Hutu Sungai Tcrigah.

S. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutaya disebut PNS acialah

10.

I1.

Warga Negara Indonesia yang telab rnemenuhi syarat tertentu,
changkat sebagsi aregawai Aparatur Mpit Negara SeCaara tetap
oleh pejabat pembina kepagawaian anti* menchiclukijabatan.
Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang dianglcat untuk
jangka waktu tertentu guns melaksanakan tugas pemerintahan
dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan
Pi—#—ctrath sestasi dengan kehubtan dan kemaimpttan
aharmiaca.

Pihak lain adalah orang, kelompok masyarakaaorganisasi
kaiaaaraakausa dan Paaaaaai itattku littgli.up Pcnscrist4*6 a:strait
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Organisasi Kemasyarakatan adalah organism yang dibentuk
oleh anggota masyarakat iwarga Negara :republik Indonesia yang
secara stikarela atas 'dasar kesamaan ktgiatan, profesi, fungal,
astarna dan kepe.rcavaan terbadan Tuhan Yang Maha Esa, untuk
berperan serta dalam pembangunan dalarn rangka mencapai
tujuan nasional dalam wadah Negara kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila tarmasuk orgartisaSi non
Peratrintaktem yang bersifat nasional dibernult berdasarkan
ketentuan Perundang-undangan.

Peiabat yang berwtreAa adalah pejabat yang raerainki,
kewe-nartgan berdasarkan ketentuan yang berlaku atau pejabat
yang diberi limpahan wewenang oleh Bupati- Hulu Sungai
Tengah untuk mernberikan rain atas permohonan perjalanan
dinas dan mena.nclatarigaat Surat Pe rintah Tugas dan atnu Surat
Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten itchdah perjalanan
keluar tempat kedudukan dengan tujuart dalam wilayah
Kabupaten Hulas Sanaa; Tenge.h.

Pttalanan dinas keluar daera.h kabupaten dalam wilayah
provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan
tatjuasi ltabtaseatalkata. dataat wilayalt pn viuSi iculinthistian
Satan



12.

13.

14.

IS.

17.

18.

19.

Perjalanart dinas ketuar wilayah provinsi adalah perjalanan

keluar wilayab kedudukan dengan tujuan diluar wilayah

pmvinsi Selatem_

Perjpisnan Diners Luar Negeti adalah Perjalanar Dims keluar

wilayah keduclukan dengan tujuan keluar Bari wilayph
Nietit

Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sckattgus tmtuk stoma

biaya.

Maya Rtil adakib biaya yang diketuarkan s'eSnai dengan bukti

penwluaran yang sah.

Uang Representasi adalah uang yang diberiloan kepada pejabat

tertentu untuk menutupi hiaya lain yang chketuarlmn sesuai

kedudukan dan jabatannva.

Surat Perjalanan tlinns ynng sr1Rnjtltnya 9-Hs-int:clod

surat perintah kepada- Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan

Anggota DPRD, Pega.wai Negev' Siral, Pegawat Tidak Tetap, dan

riOri Pegawai Negev &pit untuk melaksanakan paijalarian

Teinpat losdudulcan adalah !cantor / tempat dimana Bupati /

Wald! Bupati pimpinan / anggota DPRD / pegawai / non

pegawat bertugas.

Tempat bertolak adalah tetnpitlkOta untuk melanjudcan

pet alanan

Pengguna Anggaran adakth Kepala Peranglcat Daerah yang

bertangzungjawab atas pengelolaan anggaran pada perjakman

dines

Pasal 2

(I) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan ‘Anggota DPRD. Pegaviai

(1)
(2)

(3)

t4egeri Sipii. dan Non Pegawai Heger' Sipil yang akan
melaksanakan peijnlanan dinas harus terlebih dahulu
mendapatkan perinut/persetujuan dari aejabat yang
berwenang.

ITauk mendapatkan perintah atau Persctujuan sebagaitnana
dimaksud pada ayat II) path:4(8 1ms perjaianan dinas tcriebih
dahulu mengajukan note dines atau meneruskan stint
undangan dari lembegalinstansi yang mengundang.

Pasal 3

Perjatanan dinas dilakukan berrlasnrkan swa: pm-a;ma frugas
dari Surat Perjaianan Dinas ISPD) .

Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditandatangani
clef: pejahnt yang &het Irewartangan etch Burmti.

SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani etch
Pentnguna Anegaran atau Peiabat yang diturduk untuk
menandatangani.

BABB
JENIS PERJA1.ANAN DINAS
Pasal 4

(i) Perjaianan titers mciipun

a. Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten.

b. Perjalannn dinas Ice luar dacrah kabtAPactn? 41399 wédey*h
provinsi;

c. Perjalanan dinas ke luar wilEtyah provinsi;

d. Pecialanan dinas kr !liar Diegeri.



(2) perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

perjalanan Dings untuk keperluan :
p_ptsIntrasnAran nisrac I'lGe

dan Non PNS;

b. detasering di luar tempat ketja kedudukan;

c. Iconsisltati, koordikbasi stria peicaniettai.att kapashas/ WealatUtil;

d. promosi pembangunanf pniduksi daembh;

e. diragasktm untuk rtienempuh ujian dinas / yjian jabatan
yang diadakan di luar tempat keciudukan ;

1. diharuskan rnenghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai
Revd atau tterighadan seorang dokter r)enatiji lcesehatan
yangclitunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk
mendapatkan surat keterarigan tentang kesehatannya guna
kepentingan jahatan ;
untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan
berdasarkan keputusan 'Majelis Penguji Kesehaten Pegawai
Ncgecri ;

h. ba%rns naemperolgh pengobatatt di luar tempat kedudukan
berdasarkan surat keterangan dokte.r karena mendapat oidera
pada waktu karma metakaanakan tugas ;

1. ditugaskan emengikuti pendia= dinas di War tempat
kedudukan

j. mengikub rapat dan pertemuan lainnya , seminar, workshop,
bimbingan teknis, dan sejerntya;

k. menjemput I mengtmtarkan ke tempat pemakaman jenazah
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPNID, Pegawai
Negeri Sipil, Non Pegawai. Negeri Sipil yang uteninggitl dimia
dalata faelakaaa ptijalkasaci

1. menjemput mertgantarkan ke tempat pernakaman jenazah
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan ., .ota DPRD, Pegawai
Negeri Sipa, Non Pegawai Negeri. Sipil yang meninggal dunia
dad tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat
netnakaman:

(3) Perjalatian Dines Ke Luca Negcri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) humid diatur dengan Pexaturan Bttpztti tersendiri.

eekti ,,q4 piiabat, pHs

yang m

Pasal 5

(I) Perjalanan dinP5 c¢cblnm daerah Kstatpaten sebagaimana
dimaksud pada NM 4 aye (I) hurut a ditakuksn. apahila jarak

tempuh pet)alanan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di
alas I (satu) Kilo Meter

(2) tiarak tempuh sebagaimana dimalmUd pada ayat (1) dikeettalikan
bagi petugas Puskesmas yang tnetalculcan kegiatan atau
pcanbinaan di desa yang pendanaannya per'abit dafi Jana DALIS.

(Ian dana kapitasi‘tta bagi Pefugas yang melakukan survey di
lanangan dcngan mensaunakari jalan kaki.

BAB III
BIAYA PERJA1ANAN DIME
Pasal 6

(1) 131aya petjatanan dinas sebagaimana dimaktud detain Pasal 4
ayat (I) terdiri dad:
a sffing ha_rian;
b. uang representasi;
c. biaya penginapt;
d.. biaya transport keluat kabupaten datam provinsi;



c. biaya transport keluar Ica.bupatcn kcluar provinsi Wan' pulau
'cabman tan;
biaya transport;

g. hiayEt pajakiretribasi, pelabuhan taut, sungai dan
penyeberangan;

h. uLtya tialsapart batadasa;

i. biaya transport dari hotel Ice tempat tnjuan;

j. biaya seam kenciaraan dalam kota diluar provinsi.

(2) [alausus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4

01

(2)

(3)

(4)

()

(7)

(9)

ayat (2) huruf k dan huruf I, selain biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) juga dibcrikan biaya:

a biaya pemetian;

b. biaya angkutan jcnazah.

Pasal

1J)4:ing hsriAn elan tio_ne repressentasi '.ldyagairnart*!_ dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (I) huruf a dan hurts( b dibayar secara
lumpsum clan mcrupakan batas tertinggi.

Wang representits; diberikan kapada Dupati, Wakil lacupati,
Pirnpinan DPRD clan Anggota DPRD, 80: Scads Daetab dan
Pejabat Eselon II.

Btaya penginapan selaagalm.ana dimalcsurt dalam Pstsal 6 ayat (1)
huruf ¢ dibayar secara biaya rill dengan mengacu pada standar
biaya penginapan yang ditetapkan denga.n Kepuntsan Bupati.
Bagi eselon W, Faalon 1V, staf clan Pegawai Non. PNS yang
naelaksanakan parjalanan dirtas bersama sama dengan Bupati,
Weld) Bupati, Sebetaais Daerah depth menginap pada
periginapan yang sama dengan pejabat yang didampjnginya.
Dala.m hal penginapan yang sama sebagaimana dimalcsud pada
'pit (4) tartars trielebtati daa besaran #/f sebagaimana
ten:ant= dalam keputusan bupati maka pelabana perjalanan
dinas dapat menggunakan fasilitas penginapan I (satu) karnar
untuk 2 (dust) orang dengan tririf tidak meleth i dari
penjumlahan pagu tertinggi biaya penginapan 2 (dua) orang
yang menginap.

Daiam hal menggunakan fasilitas periginapan .sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tidal( dimungkinkan I (saw) kamar
untuk 2 (dun) orang make pekilcsima perialnrinn ~ dapat
menggunakan fasilitas penginapan. I (satu) 1camar untuk 1
(saW) orang dengan tatrif tidak tnelebihi dan penjumlahan:
yoga troinor) bietya petegitiapan uniuk 2 (Putt) oratzg csclutz Tv%
Daiwa hal pelaksana Perjalanan Dinas tictak menggunakan
fasilitas hotel atau tempest penginapan lainuya atau tidak dapat
menunjukan bukti mcnginap kcpada yang bersangkutan
diberikan biaya panginapan sebesar % dari tarif standar
biaya penginapan sebagairnana ditetapka.n claim Reputusan
Bupati clan dibayarkan secatnt Itunpsum.

Pembenlan biaya pengina.pan sebesar 30 % sebagaimana
dtaa_taarl pada ayat (7) task berlaku , . pelaksana perjalarran
rlinnq dengan mengunalcan pasilitas penginapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

Biaya transport Perjalanan Dines bagi Pettigas Survey Lapanufn
yang menurut pekerjaannya harus dilakukan down bedalma
kaki dibayarkan secara Jumpsuit, dengan besaran mengacu
pada standar biaya yang.ditetaploan dengan kePutusan Bupati.



(10) Biaya transport sebagaimana dimaksud datarn Pasal 6 ayat (1)
huruf r dibayar secara biaya rill, dengan be-saran pembayaran
Ways fransport menaacu pada. standar }lima. tatdnaa; 'Arita
transport yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(11) Dalam hal biaya transport berupa dket pasawat nielebibi

[ltay tniika tiapai dibuyatatait beataa;alalut
pada pengeluaratatiil.

(12) Biaya transport liamdara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf h dibayarkan &Cagan beSaran mengaeu pada
standar biaya tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusart
Bupati.

(13) Biaya pajak/ retribusi pelabuhan taut, sUngai darHi
penyeberangan sebagainiana dimaksud datum Pasta) 6 dyer (1)
to tf g dibayar sorts hiaya rat

(14) Biaya transport keluar kabupaten dalam provinsi sebagaimana
ditnalcsud dalarn Pasal 6 ayat (1) huruf d datam hal tidak
diperoleh bukti petabayaran beJura kaitand, tiket dart
sejenisnya maim dibayar dengan besaran rnenaaeu pada
standar biaya tertinggi yang ditetapkan deng,an Keputusan
Bupan.

(15) Dalam hal biaya transport keluar Provinsi dalam Pulau
Kalimantan sabagadmana climaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
e meng,gtmakan transportasi darat tidak diperaleh bukti
pembaysran berupa I[suiransi, nista dan sejenisnya maka
dibayarkan dengan besman mengacu pada standar biitya
tertinggi yang ditetapkan dengan Keputttsan Bupati.

(16) Dalam hal transpurtasi menggtmakan (asthma milik pentarinaah
datrah maka biaya transport Walk dibfgai akarx tatapi eaflima
biaya bahan baker minyak sesuai dengan jarak yangalitempuh.

(17) Dalam hal manggunalcan kindaracm pribatii mak.a biaya
pajak/retribusi. pelabuhan Jant, sungai dan penyeberartgan
dapat dibayarkan steam iiii.

(18) Maya transport dart hotel ice tempat tuition sebagaimarta
clirriaksud dalarn pasal 6 ayat (1) huruf i dibayarkan. secara

(19) Biaya transport dart hotel sebagaitaana dimaksud pada ayat (18)
dapat dibayarkan ddem hal hate/ yang dipmatan berada dstiam
kosal kabuixtten yang &arca dengan tempat tujuan.

(20) Biaya sewa kendaraan &lam kola diluar provinsi hanya dapat
diktat:naafi kepada Bupati dau. Wakil Bupati.

(2]) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (20)
terms suk biaya pengemudi. Miran bakat minyak dart pejak,
di bas ar secara biaya

lksal 8

11) Biaya perjalanan dinar diangaarkan clan dibeba n kan pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan Surat
Perintah Perjalanan ninas (SPPD) beistingkutan

(2) Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunju lc untuk
tnenandatangani Surat Petjalanan Dinas (SPD) agar
memperhatikan ketersediaan chma yang diperlukan untuk
melaksanakan perjalanan dicta&




Pasal

(1) Biaya. perjalanan dinaa scbagaianana dimaksud dalam Pasal 6
ayat ( ft ciibcrikan
Uang hanan;
b. Fasilitas/Moda Transport perjalanan dinas dengart pesawat
udara ;
C. Biaya transport perjalanan dinas * keluar kabupaten claitm
pmvinai
d. Bia,ya transport darat perjalanan dinas keluar Provinai
dalam Pulau Kalimarttart;
Biaya pearaaralcra
Slays pemetian dan angkutan jenazahaermasuk yang
berhubungan dengmrpengurusan jcnaaah ;
g. Clang represenutsi;
h. Biaya transport bandara;
i.
j.

=0

Tarnbahan biava transport
Biaya transport dari hotel ke tempat tujuan

k. Blaya pajak/retribusi, pelahnhan taut, sungai clan
penyeberangan-

(2) Besaran. biaya perjalanan dinas Sebagaimarin dimaksud pada
ayat (1) hunt! a; huruf b, huruf c, bumf d, Smut e, huruf
luau! g clan hutuf la aeilit Ittuut i ditataakaa dartgan
KeputuSan Bupati.

Peal 10

Pelaksana Perjalanan Dinas tidak boleh menerima uang harian dan
aciAt uang reprcscntasi secar-a ranglutp Itl tuk tcbib. dan satu
perjalanan dines yangdilakukan pada hart yang same.

Pasal 11

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dala.m Pacts( 4 ayat (1)

diberikart biaya-biaya sebagai benitut :

a Uang hariart, biaya tnmsport,tarnbaha3a hiaya transport, sewa
kendaraan, biaya penginapara uang representasi, biaya
pajak/retribusi bandar udara (airport tax), biaya pajak/retribusi
pelabuhan taut, biaya pajak/retribusi sung& dan penycbentngan
dan biava transport hamlInn:I SffrtFt hiaya transport dart hotel Ice
tempat tujuan untuk perjalanan dinas sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 4 avat (1) huruf b dan huruf c.

b. ptJaianan divas dalam kabupatai acbairaana dimaksud
dalam pasal 4 burnt a diberikan uang hariEin dan wing.
pengina part.

c, uang partgrnapan seoagairnana airnakanct pada burin b nanya
diberikan untuk perjalanan dinas dalam kabupaten ke desa
dengan kriteria. sammt- sangat mrpencil.

d. Uang harian, biaya transport, tainbaltan biaya transport, biaya
pajak/retribusi bander pdara (airport tax), biaya pajakketribuSi
netahnhan lain biaya najak!rerribusi sungai rlan penyeherangon
clan biaya transport tianda.ra dan Maya penginapan diberikan
untuk perjalanan dinas sebagaintana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) hunt( k dart burial I seta biaya peructian dan aiegkutara
jenazah sebagainuma.dimaksucl dalarn nasal 6 wilt (1);



e. Pendidikan dinars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tayat. (2)
huruf i dEtn kegiatan seminar, workshop, bitnbingan teknis, dan
sejenisnya pada salt konsumsi selurulanya ditan=una of
panitia penyelenggara kegiatan atau pihak ketiga lainnya, make
uang harian hanya diberiloan sebesar 30 % kepada pelaksana
petjhtwilatx dinda tlari pada H-1 daft ii+3. (Mayas 100% (Iserati.sa
persen);

f. Pemberian uang harian sebesar 30% (tiga puluh persen)
sehagaimana dimaksud pada huruf t beriaku untuk hart keempat
dan seterusn.ya peltdcsanaan kegiatan perjalanan dinas;

g, Dalian' hal penginapan tidak ditanagtma. WO yang ditugaskan

mengikuti pendidikan dirms sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
ay-at (2) huruf i dan. mengikuti seminar, workshop, bimbingan
telmis dm, diherikar ruin fikyR pertainapPrt.
Dalam hal penginapan ditanggung, bagi yang ditugaskan
mengikuti pendidikan dings sebagaimana dimaksud dala.m Pasal
4 ayat (2) hurufi dan mengikuti seminar, workshop, birabingan
**ads dan sejaitisaya, maka biaya penginapan tidak dibayaricata

Mal 12

(I) Bupati. clan Wakil Bupati yang melaksanakitriperjalanan Dinas
luar daerah diberikan biaya transport penerbangan kelas bisnis .

(2) Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanalasn perjalanan Dinars
luar daerah yang menggunakan modes transportasi darat
dia Waya transport kolas ekselcutif.

(3) Bupati dan Wald] Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat %1)
dap& &2 gnaotraa pert-Ina kasa ekenaym arygglla
lcapisitas tempat duduk tidak tersedia dan atau atjuan
penerbangan tidak menyediakan kelas bisnis.

141 Dabint keatlaan idartattaz bittye t tswput t petterbatigatt kelaa
bisnis sebagaimana climaksud pada ayat (1) melebihi dan
standar yang ditetapkan maim biaya penerbangan dapat
dibayarkan secant riil.

(5) Dalam keadaan tertentu Panpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah dapat menggunakan penerbangan
kelas

(6) Penggunaan penerbangan kelas bisnis sebagaimana dirnalcsucl
pada Rya+. (5) besarannya tifigk rnelehihs pagp yang ditetapkan

Pasal 13

Biaya. transport-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a
adalah biaya transport dari tempat kecludukan ice tempat tujuan
p.erjreartan dinns (pergi —pulang) selnin transpQrt btu-0;nm

Biaya transport sebagaimana dirrialtsud pada ayat (1) dapat
menggunakan transixnstasi darat, but dan udara.

DzikuB hal Aar; tenrpat iceduchlican ke rerapat tujuan raasili
manerluka_n transportasi lanjutan, nit dibefikan tambahan
biaya transport dengan Eraran biaya mcngatu pada standar
yang ditetapkan dalam Keputusan 13upati.

Dalam hal dart tempat keduclukan ke tempat tujuan
menggunakan tambahan biaya transport maka biaya transport
bandana tidak dibayar.

131aya transport sellaphnana dimaksud pada ay-at (1) dibayar
seSra biaya rill .



Pasal 14

(1) Biaya transport bandara sebagaimana Aimakatai rinkiin Pas 11
huruf a diberikan biaya transport dan bandara Ice tempat
tujuan perjalanan dinas (pergi — pulsing);

{21 maya utilipott dati i.vtttpist kdudukan k lvandava clalrattt
wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (pergi — puking)
se.bagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku standar biaya
transport perjalanan dinas luar Kabupaten dalam wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan;

(3) Slava transport bandara sebagaimana dimaksud pada aunt (1)
diberikan apabila 1CabupatentKota tempat rujuan perjalanan

i nas betjarak s ( kurang atau swim (*twin) 50 ( lima puluh)
Km riari hmtviant-i ping ditujit

Palat 15

Playa transport perjalanan dinas Ice luar daerah kabupten dalam
wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam
paSal 11 bumf ritherikan h;;Tyn transport rjgri tempos lcachatakaa
ice terripat tujuan (pergi -puking).

rasa; 16

(1) thing harian dan uang representasi perjalanan dinas diberikan:

a. Mentinit twin-yak hari yang digunrilcan *intuit rnelaksanakna
perjalanan dinas ;

b. Selama 2 (dug) ban Amu* transit theuunau pengangkutan
lanjutan datum hal hardz beipindah kr, ala.t anglautan lath;
Salamsalamanya 3 (tip) hari di tempat bertolak keldatang
dari !tsar negeri

d. Setama-tamanya tU (seputuhj han di tempats yang
bersangkuian jatuh aakitiberotiat ;

e. Selama-lamanya 3 (tiga) bari di tempat penjemputan ienazah
clan selataa-lanautya 3 (tlga) hari di tempat pemalca.man
jenasalt dalam hal jenazali tersebut tidak dimakamkan di

ketitvhtkab IrnArhltrn/illynarh%Imalt yang
bersang$cutan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil
yang racainggal saat mthaktsanakan perialarian esin.cw ;

f. Selania-laananya 3 (tiga) ban di tempat pemakaman: jenazah
Bupati. wan Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai
Megan Sipil, Non Pegawai Negen Sipit yang mentriggat dan
dimakamkan tidalk tempat kedudukan
almarbum/altnarhumah yang bersangkutan

(2) Biaya penginapart diberikan sebanyak jumlah had perjalanan
dines dikurangi 1( satu) hari.

(3) Uang prp_re.so,rinra; haaya dﬂa-ﬂklat)ada petialanan dinas yang.
dilakukan di luar VVilayah Kabupaten Hutu Sungai Tengah.

I an

r CSAftal .11

(1) Pegawai Tidak Tetap (171) dapat melakukan perjalanan dinas
untuk kepentingan daerah dan digotangkan daiam th=a t
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan
tingicat pendidikannya sehaaal berilalt




Untuk PIT berpendidikan Sarjana (S-1, S-2) disamakan
dengan tariff biaya perjalanan divas Pegaws.i Negeri Sipil
Odongan ILT, dart

b. Untuk PIT berpendid&Em Non Sarjana diaamakan chanwan
tarif biaya perjalanan .dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II
dais/aim Cialaagan I.

Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

termasuk pegawai honpr di lingkungan Pemerimah Eabupaten
Hutu Sungai Tength.

Pasal 18

(I) Dalam rangka mendukung pelalcsanaan program / kegiatan

(2)

(3)

(4)

()

(6)

1)

Peranglcat Daerah, dapat melthatkan pihak lain urauk
melalcultan pet alanan divas.
Pihak lain sebagaimana dintaksud path ayat (1) meliputi °rang/
individu, kelompok masyarakat, organitasi kemaSyarakatan,
pe*taaaria iiS Liar litigkup Peraeriutah Daerah.
Organisasi keraa:syarakatan sebagaimana dimaksud pada ayax
(2) naeliputi orang/individu, kelontpok masyarakat, orgartisasi
kernatyarakatan, pegawai chluar lingkup Pemerinta.h Daerah .
Pihak lain yang melakukan perjalanan dinaS sebagaimana
dimaksud pada avat (1) ciiberikan biaya perjalanan dinas dengm
tarif pedalanan chases sebagai berikut
*a. Orang/inciividu, kelompok masyarakat disamakart dengan
tadif biaya perinianan tunas pegawailo.. aani 4P1 gajamgan iL
b. Pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan
kabupaten disamakan dengan tare biaya .parjakman dinas
Ptgawai lItges i Slpi; 19.Autivst9 Ili;
Pengurus dan anggota organisasi kenzasyarakatan
kecamatan dan desa disamakan dengan tarif biota
petjalanan dinas Pcgawai Ncgeri Sipa golongan ri
d. Pegawai diluar lingkup pemerintab idaerah discsuaikan
dengan pangkat/ golongm yang bersangkutan dengan tarif
disetarakan dengEm twit' biaya parjalana.n dinas ,pegawai
negeri sinil sebagaimana (Warn pasal 9 ayat (I) bumf a,
bumf la bumf a, anaat 1m /nil dan bun if f
Penyetaraan panglcat /golongan Pegawai diluar lingkup
pemerintab daerah sebagaimana dimaksucl pada ayat (4) huruf d
Mcrikgaiti pada 4Jera:urea penitidang-UralangEal yierig, belake.
Dalant hal peijartnitan ?linns ditakukan °lel] pihak lain
mandapatkan tambahan penghasilan seperti honorarium / upah,
maim kepada yang bersanglaztan tidak diberikan uang haratra
perjalanatt dinas.

Pscig4 .19

Dalam ranka palaksartaart Itegiatart, warm raaayaraket
pihak lain yang berpartiiipasi menghadiri kegiatan PD dapat
diberikan biaya transportpengganti_

Paribeetati biaya trainport atbagaliTtfaito diiiiakM1d
pada ayat (1) tidak dirinaarkan pada jarak yang diternpuh oleh
warga rtmayaralcat atau pihak lain.

Besaran biaya transport pengganti sebagaimana dimaksud
dalam ay& (1) ditetapkan dent= Keputusan *path



(1)

(2)

(3)

Pasal 20

Laraanya walau pajalartan dinas dalam daerah kabupaten
maksimal hanya 4. (cmpatj had dan perjaianan dims luar
dacrah kabnpaten msk.sirnal hanya 3 (tiga) hari, kecuali untuk
kegiatan yang lokasi/ instansi tujuannya lebih dari saw atau
kegiatan yang menurtxt jadwalnya melebthi clan waktu tersebut
dengan dibuktikan surat / teleks / falcsimil dari instansi
Pralnnge damn 1”¢s-- pe.leksanaan kegiatnn

Dalam hal menghadiri kegiatan di luar ECabupaten Htzlu Sungai
Tengatt, Hutu Sungai Sclatart, Hulu Sungai Utara, Balangan dan
Tabalockg sena. Tapin yang peltanaaaroat iiirallaiai jaca 08.30
WITH ,pelaksana Perjalanan dines dapat diberikan perjalanan
dinas 1 (Satu ) han sebelumnya.

Dalam hal menghadiri kegiatan di luar Katittpaten Hutu Sungai
Tengah, Hulu Sun& Selatan, Hulu Suagai. Utara, Balangi3n,
Tabalong dan Tapin yang pelaksanaartnya berakhir diatas jam
15.00 WITA, pelaksana Perjalanan dinas dapat diberikan
perjalanan dinas 1 (sate) hari sesuclalmya.

Ppa?' 21

(11 Biaya perjalanan (limas yang dibayarkan tablima perjalanan

(2)

(3)

(4)

dinas dilaksanakan rne/alui meleanisme Uang Persediaan (UP).
Dalam hal perjalanan dinas hams segen3 dilaksanalcart,
sentential: &Aiwa ptajalanau belu.in Jata ). clibayatkaa, .wt ica
biaya perjalanan dims dapat dibayarkan setelah perjalanan
dinas selesai clilaksanalcan datarn tatiktun anggaran bersangkutan
dan mekanisme panbayarannya melalui meksilisnae Uang
Persediaan atau Tambahan Uang Persedirian.
Pembavaran biaya perjalanan dinas dengan raelcattiame:
pembayaran Langsung (LS) IMaltu = melalui Perilcatan dengan
penyedia jasa.

Perjaionan dinas yang dilaktikAtt melahii rieritratan dengan'
penyedia jasa sebagaimana dims's:and pada ayat (3) rneliputi;

a_ Perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan

dan fungsi yang me= t pada jahaimn, dart
b. Perjalanan dims dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan
sejenisnya.

(b) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

(6)

(7)

dilakukan sesttai ketentuan yang mengatur pengadaan
barana I peatterintah.

Komponen biaya petjalanan dinas yang dapat dilaksanakan
dengan Perikatan meliputi biaya transport tennasuk
pecnbelianipengada_an tiket deniatau biaya peasenartaS

Dalam hal perjalanan dines ditakukan raelalui perikatan dengan
penyedia jasa, maka kepada pelaksana perjalanan dinas hanya

dabaracan riagg hdriem, Jan uatig refreserivasi sesuai ketentUan
yang berlaku.

Pasal 22

(1) balam hal Pelaksana Perjalanan Dines menggu.nalcan

perterbantsan di bawah jam 8 pagi. Pelaksana Perjalanan Dinas
dapat berangkat dari tempat kedudukan 1 (saki) bath sebelum
Hari Keberangkatan.



(3)

(4)

()

Dalam Hal Pelalcsana Perjalanan Dings berangkat dan tempat
kedudukan selzagaimana dirnaksud dalam Ayat (I) uang Il&ax
dan pentnapen tetap tBbayarkaa_

Uartg harian dart penginapan scbagaimarta dimaksud pada Ayat
(2) menggunaltan uang harian Kalimantan Selatan dan
pestaiattpato atenagaotakaa binya 1 iii.

hang harian dan biaya penginapan yang tetap dibayarkan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) apabila tanggal
keberangkatan termasuk dalam tanggal Surat perintah Tugas.
Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebibi juraLsh
hari yang ditetapkan dalam SPD. Pejabat 'Yang menandatangani
SPD clang= Persetujuan Pengguna Anggaran dapat
tnempertimbangican tambaban uang harian, biaya penginapan,
yang representasi aepenjang keirttiht:n tergrtxtt tatkan
disebabkan oleh kesalahanikelalalan pelaksana perjalanan
dinas.

(C+) TxmlPiltan uang hariaja, biaya pctretapat, dan %;artg

representasi sebagaimana dinnaksud pada ayat (1) tidak dapat
dipertirnbangkan untuk hal — hal sebagaimana dimaksud dalam
PaSal 16 ayat (1) hurut d. hurut e, dan hurut 1.

(7) Dalam hal jumlah hari mertunggu sambungan dengan alai

@&

(1)

()

angkutan lain tatuyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, maka Pengguna
Angganm dapat mempertimbangkan pemberian tambahan tang
harian, biaya penenapan, den Yang reprecrvtasi sepanjang
kelebihan tersehut bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian
Pelalsaana Perjalanan Dinas.

Dalam hal jutalail bari piajFaanao dinas to again. karaag dad
jumlah ban yang ditetapkan dalani SPD, maka Pclaksana
Pezjalanan Dinas wajib menyetorkan kembeli kelebihan uang
harian, Maya penginapan, dan uang representasi yang telah
diteritnanya.

BAB IV

PERJALANAN DIVAS LANJUTAN
Peril 23

Pelttma perjalanan dinas yang melakultan perjalanan dinas
haar Daenah dalam wilayah Provmst dan/atau perjalanan dinas
Iteluar Prevhlsi etanAte raheritract rusaa sttarthahan k' da_erah Mau
tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus).

Dalam hal sebelum pelaksanaan LayOuten perjalanan dinas
4eizagaitatitaa trattakstal Ifacia <vat (I) raeraelsaal periginapan,
maka diberikan tambahan biaya penginapan untuk sate malarn
Taunbahan biaya penginapan sebagainattna dimaksud pada ayat
(2) hanya diberikan apabila sonar togas yang portama dengan
yang kedua dan seteruanya fidak terputits tanggalnya_

Dalam hal lanjutan perjalanan dinas scbagaimana dirnaksud
path Ayat (1) berakibat pada bertanabahnya jumlah liar(
perjalanan dings, maka kepada yang bersangkutan dapat
elihrs4b,an tArnlu:41A n h;sert ribiersren invest yang j! rnitarra3rt
disesuaikan dengan tarnanya tambahan perjalanan dings
Dalam hal melanjinkan perjalanan clines sebagaimana
diertak,nrci pada oral (1) rucuggumacntt liatmptnittpj taterm
pelaksana perjalanan dinas dapat langsung menernpuh cute
langsung | cetempat tujuan.



(6) Tarif tambahan biaya penginapan aebagairnana dirnaksud pada.

ayat (2) adalah tacit yang berlaku pada Danl!, *pelaksaan
Perj&nnan dinas yangpert:MM.

(7), Tarif yang dtgunakan dalam perjalanan tunas, lanjutan

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

sebaFpiinana dimaksud pada ayat (1) adalah bug yang berlaku
pada Darals. yang Lutuyjaili Lcijuiui belanjuttya.

BAR YV
PELAICSANAAN DAN PERTANGGUNWAWA13AN
PERJALANAN DIVAS
Rasal 24

Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupad, Wald! Bupati,
Ketua. VJakil Ketua dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri. Sipil dan
PIT berdas-arkui Surat Perintah Tugas dan SPD yang dirbitican
pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana
tercanturn dal= Larnpiran Peraturan Bupati ini.
Pvt.1414-nan tauas yang stkit —#@— uldt Lain besdaaukau
Surat Perintah Tugas dan atau SPD yang diterbitkan oleh
pejabat yang benvenang.

Pasal 25

Perinrian biaya perjalanan dinaa dituangkan dalnrn format
sebagaitnana tereanturn &lslam Lamp ran li. Peratanan Bupati
ini.

Perry-tasty:an rincTan biays pe-cin*M-m--t dinas sebagabnana
tiimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman path
besstran biaya perjalannn dims yang .ditetaplcan dalarn
Keputusan Burial t

Pasal 26

Dalant hal terjadi pea bataTan pelaksRnaan perjalanart dinas,
biaya yang ditimbulkatt sebagai akibat pembatakan tersebut
clapat dibap_rkan.

Dahlman yang hams dilanzpirkan dalam rangka pembayarart

pernbandart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) toelipub ;

a. Suat Perartn.40 Penthas.-.1Aa Perianth Tugs peri-roAnam
/final dari pejabat pembuat Surat Perintah Tugas ptirjalanap
dinas dengan format sebagaimana tercanturn dalam
Larapiran 111 Pcraturan Bupati ini.

b: Surat Pernyataan Pembebanan Biava Pembatalan Perjalanan
Dims yang ciibuat Web Pejabat yang meneeluarkan SPD
&awn formal san:tgaimana tett.lintuux ¢ &Jam Lampinin 1V
Pcmtwan 13upati ini.

c. Pernyame_n/Tanda Bukti Besaran Pengernballan Maya.
transport dan atau biaya penginapan dari perusabaart jasa
transportasi dan atata penginapan yang disahkan nleb Pejabat
ysJg lionaultbrian fro;

Biaya perralar7zun y'ang dapat dibebankan pada DPA/DPPA

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sebagai berikut ;

a. Biaya pernhatalan tiket transportasi atau biaya penginapan

b.Sebagian atau seltu-uh biaya- tiket transportasi atau biaya
penainapan yang tidak danat dikentbalikan I refinwl.



(4) Biaya, pembatalan yang dapat dibebankan kepada DPA/DPPA
sebagairnana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku paling

beak 2 (duet) kali a xabatslan data= saw petjalanan dines.

Pasal 27

(1) Peiaksana perjalanan dinas wajib rnembuat Laporaa perjalanan
dinaa yang dfitetahni 010 pimpinan / atasarraya dengan format
sebagaimana tezcantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

(2) Bupatl. Wakil Bupati, Piznpinan/anggrita DPRD; Pegawai Negeri
Bran dan Non Pegawai Megan Sipil yang melakuktm perjalanan

inas wajih menyprripmitran rink.% 1m en pertartaartnejaw? ha n
administratif secara lengkap. drat sah, serta bukti pengeluaran
yang sah .untuk biaya transport dan biaya pengraapan.

(3) Untuk Kegiatan rapat, ierainar, workshop, Waibragan taknia,
Lokakarya, dan sejenisnya untuk dokumen pertanggung
jawabannya raelatnpitkan surat undangan dart pihak
penyelenggara dan/atau bukti iconmbusi peserta.

Pasal 28

(*1 Dokumen pertaingattmgjawaban aritniniatratif sebagolmapa
dimaksud dalatn Pasal 27 ayat (2) terdiri dart Surat Tugas dart
SPP|) yang tab* dislanapel clan di tantla tan ga n nlrh pejahat pada
instansi tujuan serta bukti pengeluaran yang salt untuk biaya
transport berupa tiket ptsawat udara dilampin boarding pass,
act -kciVa 50, tilc:a. kapal laut d4n ..ttau bue; Igaya
pajak/retribusi, pelabuhan taut / suagai dan penyeberangan
atau struk moda transportasi umum.

(2) Dokumen biaya penginapan sebagaintana dimaksud dalam pasal
27 ayat (2) terdin dad ktiltansi atau zarjhatt hotel/invoke. (faktur)
hotel daft pihak Penvedlit Penginapan hotel.

(3) Daiam hal bukti-bukti pembayaran tidak diperoleh untuk
pertanggungjawaban biaya transport keluar kabupaten dalam
ptcatinsi, haat provinsi dalean pule'- Kalimantan dan transport
bandara setts Tambahan biaya transport maba Pelaksana
Peijalanan Dinas mentbuat Daftar Pengeluaran Rill yang clisetujui
oleh ay/at2i7a IrtgeftraniKua:5-a Peoggursa iecrrrr |lFiflg
bersangkutan dengan format sebagaimana tereantum dalam
Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam hal pelaksana perjalanan divas setelah melaisanakart
perjalanan tunas tidak langsung kranbali Ica temp,at
kedurtukanaetapi bertolak ke temnat lain dengan alasan di luar
kedinasan maka biaya transportasi yang dibayarkan adalah
hargat tiket terendah dari moda transportasi yang digtmakan_

(5) Dartat pangeataran ilil sahaf,caimana citmalcand ratdrt ayat p)
adalah merupakan pamyataan Pelaksana Perjalanaa MiAs dan
Pelaksana Perjalanan Dinas bertangguntawab tecara penuh atas
kebtnaran peen n terstbut.

(6) Dalam hal dokumen pertanggtatgiawaban administratif
tebagaimatia dirnakaud pada ayat (1), tidalC dapat dibuktikan
maka biaya perjalanan rams dirtzaksud tidakalapat rabayarkan.



Pasal 29

Laporan Perjahuaan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat Dokumen pertanggungjawaban aciministratif sebagaunana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Dokumen biaya Penginapan
sebagaimana dirnaksud dalarn pasal 28 ayat (2) dibuat oleh
Pelaksana Perjalanan dims dengan menggunakan sistern Aplikaal
atau Manual.

Pawl 30

(3) Dokturten pertanggungjawaban aciministratif bagi warga
masyarakat atau pihak lain sebagaimana dirnaksud dalani Pasal
L9 terdiri atas Sum / Undangan dean pejabes yang berwenang
dan Daftar Hadir sesta tanda terima pengganti biaya transport
pada. kegiatan tersebut

(2) Dolsamen pertanettm&arabtéfe administratif bae neua
tenaga anti inatruktur atau salaam ',Army? terdiri etas
Surat Perintah dari Instansi/Lembaga yang bersangkutan atau
stunt penunjukan dart Perangkat Daerah , bukb rill transport
dan akomodali dan Daftar Hadir pada kegiatan tersebut.

PaStd- 31

(1) Pejabat yang berwenang wajib nai perbaracan hal-hal yang
mempunyai prioritas tinggi dan panting serta melakukan
penghematan dengan mengurangi *frektiensi, junalah caning, clan
latinamaya peijolnniart petetherizel Lin peijedectan

(2) DaLam hal perjalartan dinas yang sifatnya luansultasi, studi
banding, kunjurtgan kerja, rapat kerja dan atu sejenisnya,
hanya dapat dilakukan Welt pelaksana perjalapan clinaS seSuai
dengan togas pcikok dan fungsi yang bersangkutan.

(33 Perjalanan dinas dalam ranglca mengantar aural. / dokumen yang
menurut sifatnya harus diSsunpatican secara tang:411'1g dibatasi
mahatma| hanya 2 (dua) orang.

Pasal 32

(1) Prjabot yang berwenang flan pelaksana perjalanan dinas
bertanggungjawab atas pelaksanaan perjalanan dinas.

(2) Pelaksana perjalanan dinas bertanggungjawab penub atas
kebenaran pelaksanaan perjalarkan dinas dun adrainistrasi
pertanggungjawaban perjalanan dinas

(3) Pejabat yang berwenang dan pelaksana perjalanan dinas
bertanggungjawab atas petaksanaan perjalanan dinas
sepenuhriya atas kerugian yang diderita .atett &nab sebagai
akibat dari kesalahan, keialaian, atatt kvairtaan yang
bersangkutan dalam hubtmganraya dengan perjalarain dinas
tersebut

(4) Terha.dap kesalahart, keigasilan, flan !scalper's' sassaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa

tuntutan ganti rugl, bukuntart administratif, clan tinclakan
tainnya mentlit keteuttian yang bertalcu_



BAB VI
KEIENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 33
(1) Kepada isteri Bupati, Wakil Bupati sena isteri pimpinan
DPRD yang cliharuslcan natndampingi swami mengikuti

perjalanan dines salaagairaana CUMOICSTISI dranin Pasal 4 ayat )
huruf b dan hitruf c diberikan biaya perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tanpa uang
pen&napan, sedan&an untuk nzoda tenresportasi disanza; ren
dengari plafon suami yang bersangkutan dan uang harian
disamakan dengan pejabat Eselon Ilb.

(2) Kepacl.a. isteri Bupati dan Wakil Bupati sena isten pimpman
DPRD yang dilibatkan dalam pelaksanaan program /kegiatan
STUD diberikan biaya perjalanan rlinas sebagaimana dimaksud
(Warn pasal 6 ayai (1) dcngan tingkat peajalanan dina.s
disamalcan dengan pejabat Eselon lib.

Pasal 34

(1) ADC / Ajudan Bupati, ADC / Bupad, ADC /
Ajudan Ketua DPRD, ADC / Ajuthn Selottaris Daerah den Staf
khusus lainnya yang mendampingi pejabat yang beraangkutan
fe'am cutlaksaaakaa patjalaaati (Units kelaku  '63ALsal
Kalimantan Selatan dapat diberikan biaya penginapan dengan
mrif kamar terendah pada penginapan yang soma dengan
pejabat yang didompinginya.

(2) Biaya penginapan ADC/ Ajadan Bupati ADC/ Ajnclan Wahl
Bunati, ADC/ Ajudan Kctua DPRD. ADC / Aiudan Sekretaris
Daerah clan Staf khusus lainnya sebagaimana dirnalcsud path
ayat (1) dibayar sccara rill clan I3esarannya tidak rnengacu pada

bens ran penginapan sehagannana tereantum deigns Kepttnacan
Bupati.

13A13 V1l
PENIJTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, make Perat.uran
Btipati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perjalanan Diners Bagi Pejabat
Nara, Pirnpinan clan Anggota DPRD, Pagawai Negeri Sipil dan Non
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
liulu aungai Tengah sebagaimana felon diubab dongan Pcraturan
SupaN Woltz Sungai Teagah Natuoi 72 Tabun 2013 tentaag
Perubahan Ancs Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Perjalantua Dinas Bagi Pejabat Negaza,
Pimpinan dan Anggota DPR.D, Pegawai Nagar' Sipil dan Non Pegawai
Negeri Sipil di Linglcungan Pemerintah Kabupalart Hulu Sungai
Tengah dicabut clan dinyatalcan tidak berlaku



Pasal 36

Peracuran Bupati ini mutai bertaku pada. canggai cituntiangican
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

penguudangan Peraturan Bupati irn *dengan penempatannya dalam
Berita Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Tenpla_

Ditetapican Barabai
pada tangpl. 4 3==ml-a 2321

BUPATI FRAM SUNGAI TENGAN,

Diundangkan di Barabai

$44taaggat

4 Jrinupri

PEMJABAT SEKRETARIS DASIZAH
KABUPATE g3 LU SUNGAI TENGAH

aSf

RRRITA DA
NOMOR 3

1”AKI4M:ANSYMI

" AR KARI TPATFIN RUM RITNnAT TRWIAR TABUN 2091



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAFTENGAH
NOMOR- TAHUN 2021
TAW:Cali ] 4 .TANIIARI7.021

KOP Naskah Dinas Peranglan Daerth

SURAT TUGAS

Nomor :

DASAR 1.

MENi1GASKAN

KRPATIA 1 Nam
PangkatiGol. :
NIP
glehetan

2. Nama
Pangkat/GoL
NIP
Jahatan
3 dst.
8] : (diisi ntaksud pelaksanaan tttga /IVA Pelattanatut tugas, tempat pclaksanaan
tugas)

Dernikian Surat Tugas ini dibuat agar clilaksanalcan dengan peauh tartggurigiawab.

Dikeluarican di
Pada Tanggal

pa4atiat arong M i ——egg

RtIPATI HUM! STINGAI TENGAH,



Lcrnbar Ke

KOP Naskah Mins Peratigkat Titteralt

Rode;

NOITIOt

StIRAT PERJALANAN DINAS (SPE))

Berangicat dad

Pcjahat Yang berwenang

Ke
Pada'Tan9la1
fiba di ' Berangicat dad
Pada Tanggal : Ke
Keppla Pada Tansgat
Kepala

2 |Nosnai NIP Pegawai yangstelalcsanakan iterialamtn dintlis
3 |a. Pangkat don Cielcmgan a
b. Jabilltin ilinWilSi Turadi ' . erangkat dad
4 |Makstid Terjatanon Dinka Pada Taaggal : Ke
5 |Alat angkutan yang dipergunakan K PPaiii Pada Tangged
6 |a. Tempe( berangkat ' Katiala
b. Tempo Tujua:t b.
7 la. Larratnya Peri/damn Dimas a.
b. Tango boangkat h. fibsdi : Berangkat dart
c Tatiggal harm/ Itembatlitihtsdl termini bane) C. Pada Maggot Ke
8 |Pengikut Kama tanggat L ahir Reptda ' Pada 'fanggal
1 Kapott
2.
9 |Pembebanan Anggaran
a, PO/ SKPD tibadi
ti. Rode Bela* Progranflegiatan/Belarda b. rrcmpat Kedutitikant
Pads Mama!

Diteltatritan di

sTanggal
Pcngguna At,ggaran

Pejabat yang ditunjuk

NP

Naktu yang seeingkat -iittigitatnya
Pengguna Anggaran
Relabel: yang ditunjuk

NIP

ttekth diperiksa dengaa keterangan bahwa perjalanan tcrscbut
atas perintahnya den somata-trata umuk kepentingan jabatan



LAMPIRAN 11 : PERATURAN BUPAT1I11ULLI SUNGAI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2021
TANGC;A1 - 4 .1ANUARI 2021

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS.

SPIT Pkininr
Tangs&

No. PERINCIAN BLAYA JUNILAH KETERANGAN

1.

g

3.

4.

&;

6;

jJ11741.A11 : Rp
Tabid4us; ..
hulan. titan
Mirth dibayar sejunilab TS.11 menet= jumkth uang sebesar
1 TR L L PP T T PR Rp o
Bz1-4.416-4.1-CCl¢C tiontecaa
NIP NIP
P.F.,RBITUNCAN apn RAMPUNG

Ditetapkan sejunilah "RD i
Yang telali &boyar settsula : Rp ....ocvevveenennane.
Sisa korang/tebih *RP oot

Pengguna Anggaran
Pejabat yang ditnnjOkurnuk rnenandeStAllgani

BUMP HULD SUNGAI TENGAII,



LAMPIRAN : PEWaURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 3 TARIM 2021
TANGGAL - 4 .1/VNIIARI 2091

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANA.N DINAS
NOMOR ..o

Yang bertanda ta.ngan di bawah ink

B 1 s 1
NIP 2)
Jabatan 13)
SKPD et ee s et s e s e s aessae e (41
mcnyatakan dengan setunggulutya, tabs, togas Pt:Milan= Dinas Jabatan alas nama

Nama

NIP  reriiireittttiteitastitatatattasattasatasansassnsassasasnsans (6)
Jabatan = reeeeeeeeeeeeeeeeeessasaasaaaaaana, (M
SKPD et e et et naeeneen 8)

rents tan Riau virmv an*. nap.ccnisii ditterp.riblan enarrin oferies:ntan titCelt aunnya yesc issuigat
racndesak/pcinting dan tidak dapat ditunda yam  ...............  siaeeeeen Laaaaaaan

.......................... [0=3 T

Schubungan dengan pernbatalan teraebut, pelaksanaan perjalanan divas tidak dapat digantikan oleh
pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian ?carat pernyataan int *Unlit; dengan scbcnarnyu dan apabila rlikernudianimei ternyata sung

pernyataan irti think benar. eaytt berianggung jawab perruh Clan bereedia diproses sesnai dengan
tratentuan hukum yang berlaku.

PETUNJUK PENGISIANFORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANANTUGAS PERJAIANAN DINAS JABATAN

nama lespakt vatuan blija pmang,Itst daezah perm-drat deerah yangtar-bath bLaya
perjalanaadinaszsva.
[21 Dii$ NIP Itcpalia mtuan kerja perangkat dacrab yang dibebern biaya perjakuaan dinatnya
Mgt jabatan kepaia sattuut kcrja perangkat tract:art yang dtibebani Maya pctjtilanan dinagnya
141 'Dila! narna Bataan kerfa perangkat daerah yang dibebanibiaya perjedanan Cu:many&
1s1  Diitsi puma Pelaksann SPD
Diisi NIP Palaksana SPD
jabatan Pektksana SPD
P3  Mil °A0-12n kezia teranglol terati yang dibebeni biava petjalanan dinaanya
M Diisi atasan pemba ratan pelaktanaah perjalanan dinaa
dengan tempat. dan tanggal menandatungani aurae penyaman
11 Lniai tanda tang= dan nama }aims W.V. a:mu= traria perangliat daerah yang dibenanibiaya verjalana

BUPATI HIJLU SUNGAI TENGAH,



LAWMAN lv . PERATURAN EILIPATI FIUT.JJ SUPIcal TEIAGAII
NOMOR : 3 TABUN 2021
TANCNIAI » 4 JANTIARI 2021

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINA'S

Yang benanda untgan di bewail Mit

Nanul = r———rreeee e e e e e e e e e e s e e e e e ennes )

NIP e e e s aaa e e e e e e e aees )

tlithatart 31

SKPD s eaa e eas (4)
rstenyttinkan dinrsaitst bctittimmiutya, isaltsva innjahumaa tints jabavan irettittaatatal Surat CTups Nuniar.
........ tanggat......... (tau SPD Nomor........ tanggal..........etas name:

Nana et e e e e e e s s e s s s s s s snnns (51

NIP s ©

JabatsSn 00000 it ccesasesa e sa s eassneaneaes (7)

SKIN) et e e e sea e snanenn ©

dibatalkau isamai dengan stunt Pernyataan Pembatatan Tugas Peijalanan Dina Jabatan Nomor
tangiVti ........

ttericaustan dengan pantntasiut tersetiut, braya era_rtspor berupa ............ (9(.... dan Maya pengmapan yang
telah terlanjur dihayarkan alas behan DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan/refund (siechagian/Sehtruhrtya)
sebesar Ftp - (LO)eurerrnnens sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Namur:  ........
1an811al.eueennvnnnns SKI).eetiiaiinninniniiannanns

Demildan swat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apablla dikemudian hart ternyata =flat
pesnyautan mt Mink oenar dan merambutaan Iceman darratt, saya ocrtangsung jawat permit Usti terseuta
raenyetorlam kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah.

PE1111441.9i MAI:ASIAN FORMAI
SURAT PERNYATAAN pEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DIMS JABATAN
111 Diisi mina; Impala satuan I:eta perangkat daernh nerangkar dartrah vans dlitbani biaya
perjalanan dinasnya
121 Diisi NIP kepala sat tan kerja perangkat daerah yang dThebani Maya palatial= dirtaanya
P1 naiki jahavan ltepala tritium Inta perangkal riaerah yang iiihrbani biaya periatanan dinannya
1*1 Diisi nania.satuan Iceria perangkat daerah yang dMel:4ipi Maya perj-Than dinastaya
WI third imam Pelaksana SPD
ffri Deist NW 1/ sficsfusa SPD
173  tHisl jabatan Pelaksana SPD
HSI Diisi name satuan kat* perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinttanyta
19( Diisi transpor yang dlgurtaltan

1101 Diisi dengan jumbo% rupiah biaya tranapcir dan penghtatian yang tidal: dapat dikembalikart/ refund
aettapianpietunsbnya

11.1] Diisi nomor DM/ DPPA. tanggi* din nitnia simian kerja perangkat daerah yang dtbetent Maya
.perjalanan dinasnya,
1121 Nisi rienefin trmvat dor, tont:iol mnisnriatrenstani minis prrystprin

113) [Nisi tanda Langan dan cut= jelasc PM( satuan kerja pantile:kat daerah yang dibebard biaya perjalanart

BUPATI H.ULU SUNGAITENGAH,



LAMP1RAN V : PERATURAN BUPATI HULU SUNGA1 TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TANC+41A1. -4 JANtIARI 2021

KOP Naskab Dina., Pprangkat Dacrah

LAPORAN PER.JALANAN DINAS

L Maar

2: Maksud Perjalanan Dams

3. a. Lama Perjakmart
b. Tanggul Berangkat
e. Tangsml Barnnekat

4. Tujuan

5. Hash! Yana nirsgreti e 1
2.
4.

6. laporan ini diaaniparkan kepada

Detatiot laporan perjalsnan dams ini cUbtmet, untuk dricetahui darn se bagai bahan seperianya.

Yang memburm laporan,

Mengetahui : Warta.: tail& trut:gart
Kcpata PD/SKP13/
Pejabat yangditunjuk
untuk menandataagani SPD

llama 1
NIP.

RUPATIHLIL-U  PIRA; TP"*0Ail.



IAMMAN VI : PERATURAN BUPATI HULL, SUNGAI TENDAH
NOMOR :3 TAFIUN 2021
TANCICiAl. 4 JAMIARI 2021

DAFTAR PENGELUARAN R111,

tttaag batandatangau aii bawah ant

Name = = i iee s ssssssssasssaaaaans

NIP IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Jabatan === i esesesasasasasaeas
bernararrium Surat Perjatanart trims (Ski)) tiomar......... umggat  ....... , nengan irai Simi
inerWatalam dettgart.seaunggahnya bahwa:
I. Maya transpor danfatau hiaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat dines-Welt

hukti pengeluamnnya,

Nod Uraian Jurrilith

T yon0

2. Jumlah uang tatsebut pada antem 1 di etas benar-beriar dikeluarkaa untuk pelaksanaan
%jab:man Dinas diniaksud den apabila di kernudian hari terdapat kelibiban alas pernhayaran,
?salmi bsraedia =ink mcnyatorkan kelebihan tame:Fut ke lias Negant.

Zwararla- unrak ctipagtmak=1 artAe-ctmana
Mengstab ui/Menyetujut seeeseaseneenees tuaggal, bulnn. Winn
Pciabat Yang ditunjuk untuk Pelaksanit SM,

Menanclatangani

1 NIP

BUPATI ITULLI SUNGAS TENGAII,
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